
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 


SALINAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANT N TIMUR 

NOMOR 4 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENGATURAN PENGELOLAAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI 
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang 	 bahwa untuk melaksanakan Keputll san Menteri Keuangan 
Nomor 83/KM.04/2000 tentang Pem bagian dan Penggunaan 
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 
tentang Pembagian hasil penerirnaan pajak Bumi dan 
Bangunan antara Pemerintah Pus t dan Daerah, dipandang 
perlu menetapkan Peraturan Gubern ur ten tang Pengatu ran 
Pengelolaan, Pembagian dan Penggunaan Biaya Alokasi 
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur; 

Mengingat 1. 	Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Otonom Provi i Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan dan Kalim an tan Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 
1106); 

2. 	Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

. telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo 3569); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Rep lik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 355); 
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Ncgara Rcpublik 
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Indonesia 

Kabupaten/ Kota (Lembaran 
2007 Nomor 82, 

Nomor 4737); 

Tahun 2008 tentang 
MM .Si 

Wadjdy, MPd sebagai 
Jabatan Tahun 

83/ KMK.04 /2000 
Biaya Pemungutan 

/2005 
dan 

127/PMK.05/2009 
kuasa 

Bea Perolehan Hak 
Kepala Kantor 
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Perwakilan 

15. 

16. 

Bumi 

17. 

18. 197 / PMK. 07 /2011 
Hasil 

19. 

20. 

Daerah, 
2011 

Nomor 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR PENGATURAN 
PENGELOLAAN I PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN 
ALOKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN BAGIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN 
TIMUR. 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

yang 

adalah Gubernur, 
unsur penyelenggara 

Kalimantan Timur; 
adalah Dinas Provinsi 

Peraturan 

Pasa12 

dari Pajak Bumi dan disetorkan ke 
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(2). 

(3 ). 

(4) . 

(5) 

(I) 

(2) 

(3) 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan penerimaan Bagi Hasil antar a Pemerintah Pusat dan 
Daerah dengan imbangan pembagian sebagai berikut : 
a. 	 10% (sepuluh persen perseratus) untuk Pemerintah Pusat; 
b. 	 90% (sembilan puluh perseratus) untuk Daerah. 

Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 90% (sembilan 
puluh persen) untuk daerah dibagikan dengan rincian sebagai berikut : 
a. 	 16 ,2% (enam belas koma dua perseratus) u ntuk daerah Provinsi ; 
b. 	64 ,8% (enam puluh empat koma dela pan perseratus) untuk 

kabupaten/kota; 
c . 	9% (sembilan perseratus) untuk biaya pem ungutan. 

Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) huruf C, 9% (sembilan 
persen) untuk biaya pemungutan dengan imbangan pembagian, dibagikan 
kepada Direktur Jenderal Pajak dan Daerah. 

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan 
Pemindahan Bukuan dari Rekening Kas Um um Negara, dipindah 
bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
di Kalimantan Timur oleh Menteri Keuangan. 

Pasa13 

Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
antara Direktorat Jenderal Pajak dan daerah didasarkan pada besar 
kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Besarnya imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai beriku t : 
a. 	Objek Pajak Sektor Pedesaan, 10% (sepuluh per seratus) bagian 

Direktorat Jenderal Pajak dan 90% (sembilan p luh perseratus) bagian 
daerah; 

b. 	 Objek Pajak Sektor Perkotaan, 20% (dua pul h per seratus) bagian 
Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan pu luh per seratus) bagian 
daerah ; 

C . 	 Objek Pajak Sektor Perkebunan, 60% (enam p luh per seratus) bagian 
Direktorat Jenderal Pajak 40% (empat pulu per seratus) bagian 
dae rah. 

d. 	Objek Pajak Sektor Perhutanan , 65% (enam puluh lima perseratus) 
bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35 (tiga puluh lima perseratus ) 
bagian daerah; 

e. 	Objek Pajak Sektor Pertambangan, 70% (tujuh puluh perseratus) 
bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30% (tiga puluh perseratus) 
bagian daerah) 

Persentase Pembagian Biaya Pemungutan Paj ak Bumi dan Bangunan 
untuk bagian daerah Kalimantan Timur sebagai b erikut : 

a. Obj ek 	Pajak Sektor Pedesaan , 90% (sembilan pu luh perseratus) ba gian 
daerah antara 5% (lima perseratus) untuk Pro insi dan 85% (dela pan 
puluh lima persera tus) untuk Kabupaten/Kota; 

b.Objek Pajak Sektor Perkotaan, 80% (delapan puluh perseratus) bagian 
daerah, antara 5% (lima perseratus) untuk Provinsi dan 75% (tujuh 
puluh lima perseratu s) untuk Kabupaten/Kota; 



) 

c. 	Objek Pajak Sektor Perkebunan, 40% (empat puluh perseratus) bagian 
daerah, antara 5% (lima perseratus) untuk Provinsi dan 35% (tiga puluh 
lima perseratus) untuk Kabupatenj Kota; 

d . Objek Pajak Sektor Perhutanan, 35% (tiga puluh lima perseratus) 
bagian daerah, antara 5% (lima perseratus) untuk Provinsi dan 30% 
(tiga puluh perseratus) untuk Kabupatenj Kola; 

e. 	Objek Pajak Sektor Pertambangan , 30% (tiga puluh perseratus) bagian 
daerah, antara 5% (lima perseratus) untuk Provinsi dan 25% (dua 
puluh Lima perseratusl untuk Kabupaten j Kot ' ; 

Pasal4 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku penggun a anggaran mengajukan 
surat perintah membayar langsung untuk pene 'ran biaya pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Provinsi kepada Bendahara 
Umum Daerah, dengan melampirkan : 

a. 	 Kuitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani oleh pengguna 
anggaran; 

b . 	Realisasi penerimaan biaya p emungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Bagian daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

Pasa15 

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah Provinsi 
Kalimantan Timur digunakan untuk pemberian insentif kepada Dinas 
Pendapatan Daerah j Tim Intensifikasi j Pejabat dan Pengelola Keuangan 
Daerah yang terkait. 

Pasa16 

(1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dm as Pendapatan Daerah 
untuk melaksanakan dan mengatur 1 bih lanjut pengelolaan 
pembagian alokasi biaya pemungutan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan Bagian Daerah Provinsi. 

(2) 	 Pemberian wewenang sebagaimana dim sud pada ayat (1) 
senantiasa harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku . 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan(3) 
Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 ten tang Pengaturan Pengelolaan, 
Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemun gu tan Pajak Bumi dan 
Bangunan Bagian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku . 

_	 . ---__• ••J .. 
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( 4) 
orang 

Peraturan Gubernur ini 
Provinsi 

Berita Daerah 

2012 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

DR. H. FAROEKISHAK 

di 
27 Februari 2012 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 


ttd 


DR. H. IRIANTO LAMBRIE 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2012 NOMOR 4. 

Salinan sesuai 
SEKRETARIAT OAERAH PROVo KALTIM 

KEPALA BI 0 HUKUM, 

Nip. 19620527 198503 1 006 


